BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.581, 2013 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.
Benturan Kepentingan. Penanganan. Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip
Good Governance dan Clean Government secara
konsisten dan berkesinambungan di lingkungan
Badan Kooordinasi Penanaman Modal, dipandang
perlu untuk menyusun pedoman bagi pegawai untuk
memahami, mencegah dan menanggulangi benturan
kepentingan di lingkungan Badan Koordinasi
Penanaman Modal;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan Di Lingkungan Badan
Koordinasi Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3874),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4510);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4450);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang
Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86
Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 210);

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011;
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8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pola Pembinaan
dan Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil Badan
Koordinasi Penanaman Modal;

9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kode Etik
Pegawai Badan Koordinasi Penanaman Modal;

10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Penanganan Pengaduan (Whistleblower System)
Tindak Pidana Korupsi di Badan Koordinasi
Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL TENTANG PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL.

Pasal 1

Pedoman Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Koodinasi
Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini
merupakan acuan bagi Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam
melakukan penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan
Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 2

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan
Koodinasi Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2013

KEPALA BADAN KOODINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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